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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

s bahwa  puna meningkatkan polensi Pajuk Bumi dan
Bangunan dan skuntabilitas kincrja dengan memberikan
pelayanan prima dan memberikan rasa adil kepads wajib
pajak scrta mempertimbangkan perdermnbangan kendaan dan
shonomi terkini, perlu membentule Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Serta
Pemeliharaan  dan  Pemutahiran  Basis Dala Sistem
Manajemen Informas: Objck Pajak [STSNLC)

L. Undang Undang  MNomor 16 tahun 2000 renbang
khetentian Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lermbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3984

Undang-Undang Yomor 14 Tahun 2002 tentarg

Pengadilan Pajak [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Mepars

Eepublik Indenesia Nomor 4189,

3. Undang-Undang Womor 32 Tahun 2004 terilang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesia Tahur 2004 Nomor 125, Tambahan Lembuaran
Megara Reopublik Indonesia Nomor 4437) selwmpairnana

B

lelah beberapa kali diubab, terakhir dengan Undang
Undarmg  Momer 12 Tahun 2008 (Lembarar Megara
Republik Trddonesia Tabhuo 2002 Nomar 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844
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Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinasn dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 869 Tahun 2010 tenlang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis  Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penctapan Kepala Daerah atau dibavar sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51749);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbonde Nomor 3 Tahun
2008 tenlang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas
Daerah  Kabupaten Situbonde (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbonde Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan,

MEMUTUSKAN :
FEDOMAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SERTA PEMELIHARAAN DAN PEMUTAHIRAN

BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK
PAJAK (SISMIOP)
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Situbonda

2, Bupati adalah Bupati Situbondo,

3. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Situbondo.

4. Pemerintah  Dacrah  adalah  Pemerintah  Daerah

Kabupaten Situbondo.

Sekretaris Dacrah  adalah Sekretaris  Daerah

Kabupaten Situbondo,

(1]

. Dinas  Pengelolaan Keuangan  Daecrah, yang
sclanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pengelolaan
keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan
Keunangan Daerah Kabupaten Situbondo:

B. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan
prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

9. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Penilai PBB, adalah Pegawai Negeri Sipil vang
mempunyai latar belakang pendidikan formal sebagai
penilai pajak bumi dan bangunan yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan.

10. Penilaian  Pajak Bumi dan Bangunan, adalah
rangkaian kegiatan untuk menentukan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar schagai
pengenaan pajak dengan menggunakan pendekatan
data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan
pendapatan.

11. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek
pajak  denpan cara memperhitungkan  semua
karalteristik dari setiap objek pajak yang mempunyai
karakter khusus,

12. Penilaian Massal, adalah penilaian vang sistematis
untuk sejurniah objek pajak yvang dilakukan pada saat
tertentu  secara bersamaan dengan menggunakan
suatu prosedur standar yang dalamhal ini disebut
Computer Assisted Valuation (CAV).

!
dé



13.

14,

15.

16.

I7.

L&,

19,

20.
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22,

Pendekatan Biaya, adalah cara penentuan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak
tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi
dengan penyusutannya,

Pendekatan Data Pasar adalah cara penentuan Nilai
Jual Objek Pajak [NJOP) dengan membandingkan
objek pajak vang akan dinilai dengan objek pajak lain
Yang sejenis vang telah diketahui harga jualnya,
dengan memperhatikan antara lain  faktor letak,
kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan,
Pendekatan  Kapitalisasi Pendapatan,adalah, cara
penentuan Nilai Jual Objek Pajak [(NJOP) dengan
mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun
dari objek pajak tersebut,

Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan wvang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
uniuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/arau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan fatau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunalkan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan,

Bumi adalah permukaan bumi yvang meliputi tanah
dan  perairan  pedalaman  serta laut  wilayah
kabupaten / kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan sccara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut,

Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya
dalam suatu wilavah administrasi pemerintahan tertentu
serta disimpan dalam media penyimpan data,
Pemutakhiran  Basis Data  (Up Dating) adalah
pekerjaan vang dilakukan untuk menyesuaikan data
vang disimpan di dalam basis data dengan datla vang
sebenarnya di lapangan.

Blok adalah Zona geografis vang terdiri dar
sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam
dan/atau buatan manusia yang bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan
schagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan dalam saty wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan. Yang penentuan batas
bloknva rtidak terikat kepada batas RT/RW dan
sejenisnya dalam satu desa/kelurahan. I‘l J



23 Data Harge Jual adalah Dotadinheermast mengenal jual
bl tanah danfatau Bangunan vang didapat dan
sumber pasat dan sumber apoyva sepertd Camal
PPAT, XNotaris PPAT, aparal desafkeluraban, iklan
micedig cetak, dan lair-kam.,

24 Namor Obhek Paialk adalah Nomoor ldentililasi Olyjobk

Papk [termasak objelcvang ihikecaalikan sebagsimang

dimaksud dadam pasal V4 avar [B Undang undang

Mormr 28 b 009 varg rnompunyai karakiensale

b

unilk, permoncen, sandar dengan satuan Dluk dalarn
Ml b 'Ii:l_".'-:!ll admimstras penmariatahan
closad celuratun:

20 Wilat Indikas) Hata-rats adalah Nidal pasar raia rata
vang capat mewakil otk tanah dalarh saalu o zgons
Al sk

28 el “Acuan adaiah Sunhaobjek vang mewakili, dan
stqurnlal ahjeck vang serups/sejenis vang nilainys
telah diketahul, dan telah berfimes) scbhagal objek
acuan datam melakuksn penilaian obick  khusus
sccara ndividual,

7. Aons MNila Tanah [ENT) addlaly Zena pocpralis sang
Leredir atas scaclompok cijek majak vang mempunyvae
Saln nilaarshikas sats mizs vanp dibaluast oleh batas
ponEuagsan el nbpte maaks dalam salu satuan
wilavah adminscras:  pemenmiahan dess ! xelurahan
lanza werikar pada bales blok

28 Nilent ok Cvek Pajal, vang selanponoys dismekon NoE,
adalall burge rata-reta vang diposaoleh dact rransakesi s
Bl vane terjadi secara wedjsr, dan hilamana tidak ted flaprt
transeksi  Joml o bell,  NJOP ditentokar  melaiu
perbandingan harga deogan obick lain yang seiens, alau
mile peradehian bHare, avm MO pengeanli

29, Wb Paiak Bumt clan Bengaran Pedosaoan dan
Perkotaan adalaty orang pribedi awmg Badan yang secara
Ayaba  memmpunyat suatu hak  oates Bumi dén!atan
memperideh manfdl ats Bumi, dan/mau  roermiliki,
gk, dans chrag  sernpeeroich manfior  aas
Banmgunarn.

BAR II
PEDOMAN PENILAIAN

Pasal 2

Pedormman Penilaian Objek Pajsk Burd dan Baopunan Serla
Pomecliharaar doan Pemutahiran . Basis Dala Sislem
Manmemen lolormase UGhjek Pajak, schapaimann lerscbul
daleim  Lampican oda rofriprakan  pesn o vatte  adak

ternisablars dengan Pereluran Bopals ing,
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Pasgal 2

Pedoman Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Serta
Pemeliharaan dan  Pemutahiran Basis Data Sistem
Manajemen Informast Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Wajib Pajak dan
Aparat Pemerintah Pemungul Pajak dalam menentukan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan
dan Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data  Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak Pajak (SISMIOP).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupat ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daersh Kabupaten
Situbondo,

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 11 JUN 014
BUPATI ONDO,
o
2
DADANG WIGIARTO

/_,,.dﬁgrk sestal dengan Ashoya.
et = =

Diundangkan di "-51l|,1];:=_:nd4:|
pada tanggal |1 .
SEKRETARIS DA.ERAI-I

KABUPATEN SITUBONDO,
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LAMPIRAN Peraturan BUE:IEITL Situbondo,

Tanggal :
Nomor : 49 Tahun 2014

BAEB I
PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1.1 Pendekatan Penilaian

Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak [NJOP) Pajak Bumi dan
Bangunan dilakukan dengan pendekatan penilaian yaitu ;

(1} Pendekatan Data Pasar

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek
pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain vang sejenis yang nilai
jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian vang
dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam
penerapan, pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli ataun
harga sewa yvang wajar. Pendekatan data pasar terutama diterapkan
untuk penentuan NJOP bumi, dan untuk objek ferteniu dapat juga
dipergunakan untuk penentuan NJOP bangunan.

(2} Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan unruk penilaian bangunan, vaitu dengan
cara memperhitungkan biava-hiava vang dikeluarkan untuk membuat
bangunan baru objek vang dinilai dan dikurangi penyusutan,
Perkiraan bilava dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap
komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya,

(2] Pendekatan Pendapatan

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara
menghitung alau memproyeksikan seluruh pendapatan
sewa/ perjualan dalam satu tahun dan objek pajak yang dinilai
dikurangi  dengan kekosongan, biaya operasi dan/atau  hak
pengusaha. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan  suatu  tingkat
kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk
objck-objek komersial, vang dibangun untuk usaha/menghasilkan
pendapatan  seperti hotel, apartemen, gedung perkanloran yang
disewakan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, tempat rekreasi dan lain
sebagainya. Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarkan
pendekatan kapitalisas pendapatan dipakai juga scbhagal alat penguji
terhadap nilal vang dihasilkan dengan pendekatan lainnya.

1.2 Jenis Penilaian

(1) Penilaian Massal

Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat
pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan
DEEB. F'Lrhitunga.u penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak
yvang mempunyai kriteria objek standar dengan mengsunakan program
komputer konstruksi umum (Computer Assisted Valuation/CAV).

\ 9



{2) Penilaian Individual

Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum vang bernilai
tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum
yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnova tidak mencerminkan
nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses
penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik
dar ohjck pajak terscbut. Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan
mengegunakan  SPOP dan  LSPOP, sedangkan untuk data-data
tambahan dengan menggunskan LEKOK ataupun dengan lembar
catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan
penilaian masing-masing objek pajak.

1.3 Objek Penilaian

1.4

(1) Objek Pajak Standar

merupakan objek pajak vang memiliki jenis konstruksi dan material
pembentuk yang umum digunakan . Kriteria luas bangunan = 1000
m?, jumlah lantai = 4 (empat) dan luas bumi < 10.000 m2.

Contoh : Rumah Tinggal Standar
(2} Objeck Pajak Non Standar

merupakan ohjek pajak yang tidak memenuhi kriteria objek pajak
standar,

Kriteria luas bangunan > 1000 m2 |, jumlah lantai = 4 (empat) dan luas
bumi = 10.000 m?2

Contoh : Hotel, Rumah Sakit Swasta, Mall, Kolam Renang.
(3] Objck Pajak Semi Non Standar

merupakan objek pajak yang memiliki kriteria rumah mewah NJOP
bangunan = Rp.1.000.000 untuk bangunan dan untuk rumah toko
atau rumah kantor dengan NJOP keseluruhan = Rp. 500.000.000 atau
NJOP bangunan = Rp. 800,000/ m2

Contoh : Rumah Tinggal Mewah, Rumah toko dan Rumah kantor
(4) Objek Pajak Khusus

merupakan merupakan objek Pajak vang memiliki jenis konstruksi
khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk MaAUpUn
keberadaannya memiliki arti yang khusus. Contoh : pelabuhan udara,
pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik, jalan tol, tower, pom bensin,
apartemen, bendungan, SPBU, usaha bidang perikanan dan lain-lain.

Penilaian Bumi

Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Bumi baik sccara massal dan
individu ada beberapa tahapan pelaksanaan ¢

(1) Persiapan

{2) SBtandarisasi Nama Jalan/Alamat

(3} Pengumpulan Data Harga Jual

(4) Kompilasi Data Harga Jual

(5] Rckapitulasi Data dan Ploting Harga Jual



1.5

(6] Pembuatan Peta Taburan Data Harga Jual danBatas Imajiner ZNT
(V) Penentuan Objek Acuan

(8) Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata — Rata {NIR}

(9) Pembuatan Peta ZNT / NIR Akhir

(10) Pembuatan Hasil Akhir / Laporan

ﬂlpahila diperoleh nilai tanah yang sclisihnya terhadap NIR masih
dibawah 10%, maka nilsi tanah hasil penilaian secara individu yang
digunakan sebagai dasar ketetapan PBB objek pajak vang dinilai adalah
NIR.

Apabi]a selisih nilai tanah terhadap NIR sebesar 10% atau lebih, maka
nilai tanah hasil penilaian secara individu tersebut dijadikan sebagai
bahan rekomendasi untuk penentuan NIR tahun pajak vang akan datang.

Petunjuk pelaksanaan Penilaian Bumi untuk menentukan Nilai Jual
Objek Pajuk diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Analisa
Penyempurnaan NIR/ZNT.

Penilaian Bangunan

(1) Penilaian Bangunan dengan Pendekatan Data Pasar
Faktor-faktor yang mempengaruhi objek pajak vang dinilai dengan
diidentifikasi secara detail dan dibandingkan dengan faktor yang sama
pada data pembanding, Petugas penilai dapat memilih minimal 3 (tiga)
data pembanding yang sesuai dari beberapa data pembanding yang
terkumpul. Pada umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi
faktor :

a. Lokasi.

b. Aksesibilitas.

c. Waktu transaksi.

d. Jenis data (harga transalsi atau harga penawaran).

iy

Penggunaan tanah,

3~

Elevasi.

Lebar depan (terutama untuk objek komersil).

=l

Bentuk tanah.
Jenis hak atas tanah.

J+ Luas bangunan dan lain sebagainya.

{2) Penilaian Bangunan dengan Pendekatan Biayva

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung  Nilai
Perolehan Baru Bangunan kemudian dikurangi dengan penyusutan
bangunan. WNilai Perolehan Baru Bangunan adalah seluruh hiaya yvang
dikeluarkan untuk memperoleh/membangun bangunan  baru,
Penghitungan Nilai Perolehan Baru Bangunan ini meliputi biayva
komponen bangunan yang meliputi komponen utama, komponen
material dan fasilitas bangunan, Biava-biava tersebut hendaklah
sesual dengan tangeal penilaian dan lokasi objek pajak. Dasar
penentuan besarnya Data Biaya Komponen Bangunan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,
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(3] Penilaian Bangunan dengan Pendekatan Pendapatan

Proses penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu !

1.

Pendapatan dari Sewa, proses penilalannya adalah :

.

b,

Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun Yaitu
seluruh pendapatan sewa dalam satu tahun vang didapat
dengan cara mengalikan besarnya scwa per meter perscgi
dalam satu tahun dengan seluruh luas lantai bersih YANE
disewakan.

Menentukan tingkat kekosongan dalam satu tahun.

Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan
tingkat kekosongan {butir 2) hasiloyva adalah pendapatan kotor
efektif dalam satu tahun.

Menghitung Waya-biaya operasi {outgoing) dalam satu tahun
yaitu biava pengurusan, pemeliharaan, pajak (PBB) dan
BABUransi.

Mengurangi pendapatan kotor efekiil dalam satu tahun (butir
3) dengan biaya-biaya operasi {butir 4) hasilnva adalah nilai
sewa bersih dalam satu tahun.

Nilai objek pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai sewa
bersih (butir 5) dengan tingkat kapitalisasi.

Pendapatan dari Penjualan, proses penilaiannya adalah

H.

.,

Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun
yaitu seluruh pendapatan dari penjualan,

Menentukan besarnya tingkat kekosongan dalam satu tahun,
diskon serta komisi yang dikeluarkan sclama mengoperasikan
ohjek pajak.

Mengurangi pendapatan kotor potensial (buticr 1) dengan
tingkat kekosongan, diskon dan komisi [butir 2) hasilnya
adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun,

Menambahkan hasil butir 3 denpan pendapatan dari sumber-
sumber lain

Menghitung biaya-biava operasional dalam satu tahun.

Mengurangl pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir
4) dengan biava-biaya operasi (butir 5) hasilnya adalah
keuntungan bersih dalam saty tahun.

Kurangkan hak pengusaha (operator's share) sebesar 25% s/d
40% dari keuntungan bersih dalam satu tshun (butir &)
sisanya adalah nilai sewa kotor setahun.

Menghitung biaya-biaya operasi lainnya [outgoings) dalam satu
tahun yaitu biaya pengurusan, perbaikan, pajak (PBB) dan
asuransi.

Kurangi nilal sewa kotor setahun (butir 7) dengan biava-biava

operasi (butir 8) hasilnya adalah nilai scwa bersih dalam satu
tahun.
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j- 10).Milai objek pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai
sewa bersih (butir %) dengan tingkat kapitalisasi.

1.6 Perhitungan Nilai Bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan, harus ditentukan
besarnya nilai komponen bangunan menurut masing-masing karakter
objek terscbut. NJOP bangunan berdasarkan :

(1) kelas/tipe

(2) kemponen bangunan utama

(3] komponen material

(4] komponen fasilitas/m?

[5) komponen fasilitas vang perlu disusutkan

[B) penyusutan

(7) komponen fasilitas yang tidak perlu disusutkan
(8) kapasitas dan letak (khusus tangki)

1.7 Penyusutan Nilai Bangunan

Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif, keluasan dan

kondisi bangunan. Umur efektif bangunan sesuai jenisnya terbagi 2 :

(1) Bangunan Standar
Umur Elektif = Tahun Pajak - Tahun Dibangun
Bila bangunan tersebut telah dilakukan renovasi, maka ¢
Umur Efelctif = Tahun Pajak - Tahun Direnovasi.

(2) Bangunan Semi Non Standar, Non Standar dan Bangunan Khusus
Untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan bangunan-bangunan
eksklusil lainnya seperti gedung perkantoran, hotel, apartemen dan
lain-lain, penentuan umur efektifnya sebagai berikut
((Tahun Pajak - Tahun Dibangun) + 2 [Tahun Pajak — Tahun Direnovasi

3
Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) = 10 dan Tahun Direnovasi
adalah 0, maka : Umur Efektil = Tahun Pajak — Tahun Dibangun.
Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) > 10 dan tahun direnovasi adalah
0 atau kosong, maka perlu dianggap tahun direnovasi = 10,
Contoh
Tahun pajak adalah tahun 2013,

Tahun Tahun Umur Efektif
Dibangun Renovasi
2008 2010 [2013-2008] + 2(2013-2010) = 5+6 = 4
3 a3
2008 - [(2013-2008] = 5
2000 - (2013-2000] + 2(10) = 13420 = 11
3 3
20040 2002 (201320007 + E_{EUIH-EUUEF - 1332 =12
3 3
2000 20049 [ﬂJlS-EU‘UU} + iﬂgﬂlﬂ-?ﬂﬂgl =13+8=7
3 3

Voo
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TABEL PENYUSUTAN BANGUNAN

UMUR Biaya Pengganti Baru per m2 dan Kondisi pada Umumnya
EFEK| < Rp.275.000, Rp. 275.000 - Rp. > Rp. 475.000,-
TIF 475.000,-
[tallm SB | B (S | J|SB|B|8| J |[SB|B |8 |J
n
0 0 0 0 | O ¥ 0 0 0 0 0 ¥ ]
1 3 % B | 6 2 4 5 6 2 2 3 4
2 ) ) 12 | 16| 5 v o 11 4 ) 5] T
3 & 13 | 17 (23| 7 | 10 ] 13 17 3 7 g | 11
4 10 16 | 22 [ 29 0 13 | 17 21 7. 9 11 14
5 13 120 |27 |35 11 ] 16| 21 26 9 | 11 ] 14 | 18
£ 15 23 131 (40] 13 ] 19 ] 24 30 10 13T 2
i 15 27 | 35 |45 [ 15 | 22 | 28 34 12 | 15§ 19 | 24
s 15 30 139 (50 ] 15 | 25 | 31 35 13 .27 1:31 | 27
9 150 130 |43 | 54| 15| 27 | 34 | 42 15119 | 24 | 30
10 15 150 |46 | 58 | 15 | 30 | 37 | 45 15 121 | 26 | 33
11 15 | 30 | 50 |61 | 15| 30 | 40 | 48 15 ] 23 | 28 | 35
12 15 |30 | 50 |64 | 15| 30 | 43 | 5] 15 | 25 [ 30 | 37
13 15 |30 |30 (67115130145 ] 54 15 | 27 | 22 ] 40
14 1o |30 [ 50 1701 15 | 30 | 48 | 57 15 | 28 [ 24 | 42
15 15 1 30 [ 5D |70 | 15 | 30 [ 5O | 59 15 | 30 | 36 | 44
16 15 30 | B0 | ¥O [ 15 | 30 | 50 6222 15 | 30 | 38 | 46
17 15 S0 50 176 15 | 39 | 50 64 15 | A0 | 40 | 48
18 13 40 | 50 | 7O { 15 | 30 | 50 66 15 | 30 | 42 1 50
19 15 130 | 50 |70 ] 15 | 30 | 50 | &8 15 | 30 | 44 | 52
20 15 |30 |50 [70) 15 (30 ] 50 [ 70 1S5 | 30 [ 45 [ 54
21 15 | 30 | 50 (70 ] 15| 80 | 50 [ 70 15 | 30 | 47 | 56
22 15 | 30 | 50 | 70| 15 | 30 | 50 | 7O 15 | 30 | 48 | 57
23 15 |30 |50 [70] 15130 ]| 20| 70 15 | 30 | 50 [ 59
24 15 | 30 |50 | 70| 15 | 30| 50 | 70O 15 | 30 | 50 | 6]
25 15 S0 | 50 | 7O | 15 | 30 | 20 T 15 [ 30 | 50 [ &2
26 15 30 | 50 | 7O | 15 | 30 | oU ris) 15 | 30 | 50 | 64
27 15 30 | 50| 70| 15 | 30 | 50 7O 15 [ 30 | 50 [ &3
28 IS5 |30 |50 | 70) 16 |30 | 50 | 70O 15 | 30 | 50 | 66
29 1o | 30 [ 50 | 70| 15 | 30 | 50 | 70 15 | 30 | 50 | 63
30 15 |30 (S0 | 70| 15 [ 30 | 50 | FO 15 | 30 | 50 [ 69
21 15 30 | 50| 70] 15 | 30 | S0 70 15 |30 | 50 | 70
e 15 30 |50 |70 | 15 | 30 | SO 70 15 | 30 | S0 [ 70
L 15 30 | 50 | 70| 15 | 30 | 50 70 15 1 30 | 5O | 7O
A4 15 0190 | 7O [ 15 | 30 | 30 70 15 | 30 | S0 | 70
35 15 |30 | S0 |70 | 15 ([ 30 | 50 | FO 151 30 | 20 | FO
36 15 130 [ S0 | VO | 15 | 20 | 50 | 70O 15 301 50 | 7O
37 15 30 | S0 | 7O [ 15 | 30 | 50 70 15 | 30 | 50 | 70
a8 15 30 |50 (70| 15 | 30 | =20 70 15 | 30 | 50 | 70
39 15 | 30|50 |70] 15 | 30| 50 | 70 15 ] 30 | 50 | 7O
40 15 30 | 50 [ 7O [ 15 | 30 | S0 70 15-]:30 | 50 | 70
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BAE II
PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP

2.1 Jenis Kegiatan

2.2

Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi
Objek Pajak Pajak (SISMIOP) terdiri dari

4, Pemeliharaan Basis Data Pasil

Merupakan kegiatan pemeliharaan basis data atas dasar permohonan
/pengajuan laporan dari wajib pajak atau sekclompok wajib pajak dan
atau laporan pejabat instansi yang terkait sesual dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam pendallaran dan atau pemeliharaan basis data
secara perorangan atau kolektif. Dilaksanakan pada tahun pajak
berjalan dan dapal digunakan untuk ketetapan tahun pajak berjalan
dan atau tahun pajak vang akan datang,

b. Pemeliharaan Basis Data Akrtif,

Merupakan kegiatan pemeliharaan basis data atas dasar rencana kerja
vang telah disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerahl sesuar
dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pendatsan
sccara massal, Dilaksanakan pada tahun pajak berjalan dan digunakan
untuk ketetapan tahun pajak vang akan datang.

Pemeliharaan Basis Data Pasif Secara Perorangan

Pengajuan atau pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan
oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP] dan Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) baik yang perorangan atau kolektif
ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat-tempat lain yang
ditunjuk. Formulir SPOP dan LSPOFP bailk yang perorangan maupun
kolektif disediakan denpgan cuma-cuma dan pengembalian selambat
lambatnva 30 [tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan
LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. Pengisian SPOP dan LSFOF
dalam rangka pendaftaran harus dilengkapi dengan denah objek pajak.
Contoh formulir SPOP dan LSPOP perorangan alau kolektf tersebut
dalam Formulir 1, Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 dengan format
Sebagaimana fersebut dalam Lampiran. Adapun tahap kegiatan
pendaftaran adalah sebagai berikul

a. Pekerjan Persiapan, sebagai berikut :

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memberitshukan kepada
Camat, Lurah atau Kepala Desa setempat lenlang kegiatan
pendaftaran objek pajak sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk tempat-tempat
pengambilan dan pengembalian SPOP antara lain |

a. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Kantor Kecamatan;Kantor Desa/Kelurahan;
¢. Tempat lain yang dianggap memungkinkan,

o
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(3] Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan
kepada penanggung jawab tentang tempat pengambilan dan
pengembalian 8POP dan LEPOP;

(4) Dinas Penpelolaan Keuangan Daerah menyerahkan SPOP dan
LSPOP dan perangkat administrasi lainnya (scperti tanda terima
SPOP dan LSPOP , daftar penjagaan, dan lain-lain) kepada
penanggung jawab tempat pengambilan dan pengembalian
SPOP/LSPOP dengan Berita Acara Penyerahan SPOPdan LSPOP.
SPOP dan LSPOP harus diberi nomor urut terlebih dahulu dan
ditatausahakan.Contoh Berita Acara Penyecrahan SPOFP dan
LSPOP tersebut dalam Formulir 5 dengan format Scehbagaimana
tersebut dalam Lampiran.

(5] Dinas Pengelolaan Keuangan Dacrah menyiapkan Keputusan
Bupati untuk tahun berjalan tentang penentuan klasifikasi
besarnva NJOP schagai dasar pengenaan PBB, khususnya yang
menyangkat NIE dan DERE.

(6] Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penyuluhan
kepada masyarakat tentang rencana Kegiatan pendafltaran objek
dan subjck pajak.

. Pekerjaan Pelaksanaan

Pelaksanaan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan melibatkan
tiga unsur, yaitu petugas pada tempat pengambilan dan pengembalian
SPOP dan LSPOP, subjek pajak. Masing-masing unsur mempunyai
kewajiban scbhagai berikut !

(1) Kewajiban Petugas pada Tempat Pengambilan dan Pengembalian
SPOP / LSPOP

2. Memberikan formulir SPOP dan LSPOP kepada subjek pajak
vang datang untuk mendaftarkan objek pajaknys;

b. Memberikan Tanda Terima Penvampaian SPOP [ LSPOP
kepada subjek pajak untuk diisi dan ditandatangani;

Contoh tanda terima penvampaian SPOP dan LSPOP tersebut
dalam Farmulir 6 dengan format Sebagaimana tersebut
dalam Lampiramn.

¢. Mencatat identitas subjel pajak dan/atau kuasanya yang
menerima SPOP dan LSPOP; Dalam hal ini kepada subjek
pajak atau  kuasanva = supaya ditninta  menunjukkan
identitasnya (salinan KTP/SIM atau identitas lainnya yang
masih berlaku),

d. Menerima SPOP dan LSPOP yang sudah diisi, ditandatangani,
dan dilengkapi dengan data pendukungnya, yang dikembalikan
pleh subjek pajak atau kuasanya serta memberikan Tanda
Terima Penpembalian SPOP,

Contoh tanda terima pengembalian SPOP dan LSPOP tersebul

dalam Formulir 7 dengan format Sebagaimana tersebut
dalam Lampiran.

e. Mengajukan permintaan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk mendapatkan formulir SPOP dan LSPOP, dalam
hal persediaan SPOP sudah tidak mencukupl.

Y
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Kewajiban SBubjek Pajak pada Pelaksanaan Pendaftaran Objek
Pajalk :

a,

b.

Mengambil formulir SPOP dan LEPOP pada tempat-lempal vang
ditunjuk;

Mengisi formulir SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan
lengkap serta menandatanganinya, bila perlu dilengkapi dengan
dala pendukung;

. Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan hukum,

maka wvang menandatangani SPOP dan L3POP  adalah
pengurus/ direks:,

Tanda terima SPOP dan LSPOP harus diberi penjelasan
secukupnya yvang menjelaskan siapa yang menandatangani
SPOP dan LSPOP ;

.Dalam SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan subjck

pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa
dari subjek pajak;

. Mengembalikan formulir SPOP dan LEPOP yang sudah diisi ke

Dinas Pengclolaan Keuangan Daerah atau tempat di mana
[ormulir SPOP dan LSPOP diperolch, selambat-lambatmya 30
(tiga puluh hari) scjak tanggal diterimanya SPOP dan LEPOP,

Pekerjaan Kantor

Pelaksanaan pekerjaan kantor dibagl beberapa tahapan antara
laan:
(1) Penelitian Data Masukan

Penclitian data masukan dimaksudkan untuk meyakinkan
bahwa SPOP dan LSPOP serta formulir-formulir pendukungnya
telah  diisi  dengan benar, jelas, dan lengkap serta
ditandatangani oleh pihak-pihak vang bersangkutan.

{2) Pembendelan SPOF dan LSFOP

a. Pembendelan SPOP dan LSPOP beserta data pendukungnya
penting sckali untuk memudahkan penyimpanan dan
pencarian kembali apabila diperlukan, Cara scderhana
narmun efektf adalah dengan memasang nomor pengenal di
setiap formulir SPOP dan LSPOP yang dijilid dalam setiap
bendel vang berisi lebih kurang 100 objek pajak.

b, Setiap bendel SPOP diberi nomor yang unik, terdiri atas
enam digit dengan sistematika sebagai berikut ;

1) dua digit pertama menyatakan tahun pendataan.
2] empat digit selanjutnya merupakan nomor bendel.
Contoh:

14,0001, 14.0125, 14,1450, dst.

Nomor bendel ini dapat ditulis atau dicetak, kemudian
ditempatkan pada sudut kanan atas halaman muka dan
samping kiri ketebalan bendel.

Y’
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c. Sectiap formulir SPOP dan LSPOP yang ada pada setiap
bendel diberi nomeor berurutan pada sudut kanan atas vang
terdiri atas sembilan digit. Enam digit pertama menyatakan
nomor bendel sebagaimana dimaksud pada angkas 2,
sedangkan tiga digit terakhir menyatakan nomor lembar
SPOP dan LSPOP,

Contoh :
14.0125.001, 14.0125.002, 14.0125.003, dst
14.0126.001, 14.0126.002, 14.0126.003, dst

Penjilidan bendel scbaiknyva mengsunakan kertas karton
tipis yang ditutup dengan plastik untuk melindungi darn
debu dan memperlambat kerusakan,

d. Khusus dalam rangka pemeliharaan basis  data,
pembendelan SPOP dan LSPOP dapat dilakukan sctelah
perekaman data,

(3) Perekaman Data

g, Perckaman data ke dalam komputer dilakukan oleh
Operator Data Enfry. Proses penerimaan dan perekaman
SPOP dan LSPOP dikoordinir olch Operator Console.

b. Perekaman data dilaksanakan setiap hari, dan apabila
jumlah yang akan direkam cukup banyak, perekaman dapat
dilaksanakan siang dan malam, Untuk itu perlu dibuatkan
Jjadwal penugasan Operator Data Entry

(4} Penyimpanan Bendel

Bendel-bendel SPOP dan LSPOP disimpan pada rak bertingkat
dan terbuka yang dapat dicapai dari dua sisi dengan jarak
antar rak kira-kira 45 cm. Letak bendel-bendel SPOP dan
LSPOFP dalam rak disusun sesual dengan urutan nomor
bendel, sehingga memudahkan penempatan dan pencarian
kembali apabila diperiukan (terutama apabila ada wajib pajak
vang mengaukan keberatan), Penatausahaan bendel-bendel
SPOP dan LSPOP dilakukan cleh petugas vang ditunjuk oleh
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(=) Produksi Data Keluaran

Kegiatan  ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya
permintaan pelayanan dari wajib pajak sesuai dengan kasus
yvang diajukan, scperti halnya pendaftaran data  bary,
perubahan data, penerbitan salinan SPPT, pengajuan
keberatan dan/atau permohonan pengurangan PBB, dan lain
sebagainya.
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2.3 Pemeliharaan Basis Data Pasif Secara Kolektif

Pendaliaran dan perubahan data wajilby pajak secara koleleif vang porensi

pajaknyva lecll dan kedudukannyva jauh dar Dhinas Pengelolaan Keoangan

Daerah, pcmeliharaan basis data dapat dilakukan melalinn Kepala Desa [

Lurah dengan tahapan scbagal benkut

i1) Kepala Desa/Lurah menghimpun porubahban otgek dan sulhek pajak
PBB l'erdesasn dan Porkotaan ke dalam Daliar Perubahan Data Objek
dan Bubjeclk PBE I'erdesaan dan Perketaan,

(2) Mengisi lormulic SPOP dan LRPOP kolektl tersebut dalam Formulir 3
dan  Formulir 4 dengan formal Schagaimana terscbut  dalam
Lampiran,

{(3) Melampirkan  skel lokast bhidang objek  pajak  vang  mengalam
perubahan dengan dilengkapi nama wajib pajak dan NOP bidang vang
berbatasain.

[4) Daltar perubahan data wajib pajak PBB Perkotsan dan Pedesaan dan
lampirannya seilclah di laodatangant Kepala Desa/Lurah  dapat
disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Pemeliharaan Basis Data Aktif

(1} Penyvempurnaan N1R dan ZNT

Kegatan penvempurnaan NIR dan ZNT dilaksanakan dengan tahapan

pelerjpan schaga berikul:

a. Menentukan ! mengevaluasi NIR dasn ZNT vang wrdapat  dalam
suatu wilavah ehjeck pajzk dengan berpecoman pada pembudlzn
NIR dan ZNT yang diatur dalam Peraturan Bupao tentang Analisa
Penvempurnaan NIR dan ZNT;

b. Mengadakan penvempurnaan NIR duan kode ZNT  apabila
herdasarkan hasil analisa sehagaimana dimaksad di dlas temyata
terjadi perubahan dari vang elah ditentukan dalam pembentukan
bBrasis data.

o, Perubahan NIR dan kode ZNT dicatar pada Formulir Zona Nila
Tanah dan Formulie Pemutalchican Kode ZNT.

(2) Verivikasi Data Atribut
Apabila menurut perkiraan lingkat ketidakeocokan data yang ada
pada basis data dengan keadaan yang sebenarnva di lapangan dalam
sany wilsvah administrasi pemeriniaban tertentu mencapat minimal
209, maka periu diadalkan pemelibarzan basis data mel:lui kegiatan
Verifikasi Data Alribul [(Objelk dan Subgex Pajak).

(3) Pemeliharaan Peta Digital

Mengkonversi pela garis (analeg) menjadi peta digital mengeunalaan
aplikasi S1G (Rislem Informast Geogralis),

BUPATI SITUBONDO,
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